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 In responding to the corona virus which was designated as a global pandemic by WHO, Indonesia 
took several alternative steps in its policy to suppress the spread of the corona virus in Indonesia. 
The Director General of Immigration who has the authority in immigration also provides various 
alternative policies, especially regarding the selection of foreigners who come to Indonesia. This study 
aims to identify and examine the actions taken by immigration in dealing with the increasing number 
of foreigners who want to come to the territory of the Republic of Indonesia from an immigration 
perspective. By carrying out a qualitative approach, it is carried out by examining laws, concepts, 
and problems and solutions related to the matters discussed in this paper. The research finding is 
that regulatory reforms actually often occur according to the latest circumstances and urgency related 
to other agencies. The selective program as a reviewer of every regulation hopes that people who enter 
do not cause harm and harm to the Indonesian people, especially regarding health. 
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 Dalam menyikapi virus corona yang ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO, 
Indonesia mengambil beberapa langkah alternatif dalam kebijakan untuk menekan 
persebaran virus corona di RI. Dirjen Imigrasi yang memiliki kewenangan di dalam 
keimigrasian juga turut memberikan bermacam alternatif kebijakan, terutama berkait 
penyeleksian orang asing yang datang di RI. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dan mengkaji tindakan penggarapan yang diambil keimigrasian dalam 
menghadapi peningkatan jumlah warga asing yang ingin datang ke wilayah RI pada 
perspektif keimigrasian. Dengan mengusung pendekatan kualitatif dilakukan dengan 
cara menelaah undang-undang, konsep-konsep , dan permasalahan dan solusi  yang 
berkaitan dengan hal yang  dibahas dalam tulisan ini. Temuan penelitian adalah 
pembaruan peraturan sebenarnya sering kali terjadi sesuai keadaan terakhir dan 
urgensi yang berkait instansi lain. Program selektif sebagai peninjau setiap peraturan 
berharap orang yang masuk tidak memberikan kerugian dan bahaya kepada rakyat 
Indonesia, terutama mengenai kesehatan. 
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1. PENDAHULUAN  
 

Indonesia mempunyai keragaman sumber alam 
dan ciri khas tersendiri dari negara lain (Adhayanto, 
2014). Hampir sebagian besar wilayah nusantara 
memiliki keunggulan dan ciri khas SDA yang 
beranekaragam. Dengan sumber alam yang melimpah 
dan beragam tersebut mendatangkan investor-investor 
luar untuk berinvestasi dalam negeri (Hildawati & 
Afrizal, 2021). Upaya Keimigrasian dengan adanya 
investor asing di Indonesia diperlukan adanya suatu 
peningkatan pelayanan administrasi keimigrasian yang 
terdiri atas Izin Tinggal dan Visa. Selain peningkatan 
pelayanan, Keimigrasian juga meningkatkan kualitas 
proteksi kepada warga asing yang datang ke Indonesia 
berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan (Baqi, 
2018).  

Keimigrasian memiliki wewenang untuk 
mengetahui aktivitas apapun yang dijalankan warga asing 
selama di kawasan RI demi menjaga tegaknya kedaulatan 
negara. Keimigrasian mengamalkan program selektif 
untuk menyeleksi WNA yang ingin datang ke RI. Bab 1 
Pasal 1 (3) UU No. 6 Tahun 2011 mengenai 
keimigrasian, menyatakan fungsi dari keimigrasian 
merupakan fungsi pelayanan keimigrasian, keamanan 
negara, penegakan hukum, serta sebagai fasilitator 
pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sehingga 
untuk melaksanakan tersebut diperlukan beberapa 
kebijakan yang menunjang. Terkait pelayanan terhadap 
Warga Asing yang hendak datang dan menetap di RI, 
ditetapkan dengan program selektif (selective policy).  

Program selektif merupakan kebijakan yang 
diperuntukkan terhadap warga asing yang hendak datang 
dan menetap harus mempunyai visi dan misi jelas selama 
di wilayah RI (Cristiana, 2021). Termasuk di dalam Bab 
6 Pasal 71 UU No. 6 Tahun 2011 mengenai 
Keimigrasian, menyatakan semua orang asing yang ada 
di wilayah RI harus memberi keterangan diri dan 
keluarga serta memberitahu setiap perubahan status, 
warga negara, jaminan, kerja, atau alamat tinggal ke 
kantor imigrasi serta menunjukkan dan memberikan 
dokumen berpergian atau izin tinggal jika diminta oleh 
pegawai imigrasi yang bertugas (Arifin, 2018). 

Rumusan masalah penelitian ini bagaimana 
tindakan yang diambil oleh keimigrasian dalam 
menyikapi peningkatan kedatangan warga asing yang 
ingin datang di wilayah RI. Sedangkan tujuan penelitian 
adalah untuk mengetahui dan mengkaji tindakan 
penggarapan yang diambil keimigrasian dalam 
menghadapi peningkatan jumlah warga asing yang ingin 
datang ke wilayah RI pada perspektif keimigrasian. 

 
 

2. METODE 
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
penelitian kualitatif dengan pendekatan yang dilakukan 
dengan cara menelaah undang-undang, konsep-konsep, 
dan permasalahan dan solusi  yang berkaitan dengan hal 
yang  dibahas dalam tulisan ini (Afrizal et al., 2021). 
Sumber data dari penelitian ini merupakan bahan hukum 
yang diperoleh dari data sekunder yaitu bersumber dari 
penelitian kepustakaan (Library Research) dan peninjauan 
norma secara yuridis (Ardenolis et al., 2020). Metode 
Penelitian pada artikel ilmiah ini adalah dengan 
menggunakan pendekatan kajian pustaka dan peninjauan 
norma-norma secara aplikatif. Kajian pustaka diperoleh 
dari beberapa sumber buku, artikel dan undang-undang 
terkait ketenagakerjaan. Logika berpikir campuran 
Sebagai penerapannya. Penalaran (hukum) yaitu 
pengabungan pola pikir dalam dan luar pada hukum 
faktual dan konkrit. Proses disebut abstaksi (hukum), 
makna hukum, asas hukum, serta konsep hukum demi 
menyelesaikan masalah hukum konkrit, dengan begitu 
seterusnya dalam proses campuran. 

 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
                 

1. Prinsip Kebijakan Selektif Keimigrasian  
 
Prinsip kebijakan selektif keimigrasian sebagai 

prinsip mendasar yang berlaku dalam lingkup 
menyeluruh di negara dunia. Prinsip tersebut ialah 
bentuk manifestasi dari kedaulatan negara yang wajib 
dijunjung. Di hukum positif yang ditetapkan dan berlaku 
di Indonesia, kebijakan selektif keimigrasian termaktub  
Bagian I Penjelasan UU No.6 Tahun 2011 mengenai 
Keimigrasian menyatakan Kebijakan selektif (selective 
policy) menjunjung tinggi HAM, Mengatur datang dan 
pergi orang asing. Oleh sebab itu, untuk mendapat izin 
tinggal orang asing harus mempunyai visi dan misi yang 
jelas. Dalam rangka melindungi kepentingan bangsa, 
orang asing yang memberi manfaat saja serta tidak 
membawa bahaya yang diperbolehkan untuk masuk. 

Sebenarnya Kebijakan selektif menegaskan semua 
orang asing mempunyai hak asasi berpindah tempat 
untuk datang pergi wilayah RI, tetapi hak tersebut 
ditentukan oleh hukum secara generalisasi termaktub di 
peraturan hukum positif, setelah itu dikonkritisasi dan 
diimplementasi. 
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UU No. 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian, 
pengimplementasian kebijakan selektif ialah metode atau 
suatu cara yang diupayakan oleh Direktorat Jenderal 
Imigrasi yang dicanangkan untuk dapat memberikan 
suatu batasan terhadap orang asing dinilai dapat 
memberikan manfaat yang di izinkan untuk 
mendatangin wilayah kedaulatan Indonesia. Salah satu 
manfaatnya memberikan pengaruh baik untuk 
tumbuhkan kesejahteraan bangsa. 
 
2. Penerapan Kebijakan Selektif bagi Orang Asing 

di Indonesia 
 

Dalam mengimplementasikan pe dan wewenang 
keimigrasian, DIRJEN Imigrasi mengamalkan suatu 
aturan yang berbentuk kebijakan yang disebut Kebijakan 
Selektif. Di bab paragraf 9 pada UU No.6 Tahun 2011 
mengenai Keimigrasian menyatakan Kebijakan selektif 
(selective policy) menjunjung tinggi HAM, Mengatur datang 
dan pergi orang asing. Oleh sebab itu, untuk mendapat 
izin tinggal orang asing harus mempunyai visi dan misi 
yang jelas. Dalam rangka melindungi kepentingan 
bangsa, orang asing yang memberi manfaat saja serta 
tidak membawa bahaya yang diperbolehkan untuk 
masuk (Ariani, 2018). 

Berdasar peraturan yang telah dibahas, dapat 
disimpulkan yakni beberapa orang asing dapat 
berkunjung serta tinggal di RI. Hanya yang memberi 
manfaat bagi kesejahteraan nasional serta tidak 
membawa bahaya dan mengganggu keamanan umum 
yang dapat datang dan tinggal di Indonesia (Made 
Darsana & Jayadi, 2022). Sehingga orang asing yang 
dianggap tidak memberi manfaat bagi Indonesia, maka 
permohonan untuk datang ke wilayah RI ditolak. 
Penolakan tersebut terhadap orang asing yang dianggap 
tidak memberikan manfaat dan bisa menimbulkan suatu 
ancaman keutuhan NKRI. 

Diumumkan corona sebagai pandemi dunia oleh 
WHO menguatkan argumentasi mengenai barisan 
terdepan yang menyeleksi keluar datangnya orang di 
wilayah RI (Sutrisnawati et al., 2021).  DIRJEN Imigrasi 
telah mengesahkan selective policy untuk mencegah 
peningkatan penyebaran virus di wilayah RI. Seperti, 
mengamalkan beberapa aturan tentang pembatasan izin 
datang orang asing (Kusumawardani, 2020). 
 
3.Kebijakan Selektif sebagai Fasilitator 

Pembangunan Masyarakat 
 

DIRJEN Imigrasi menjadi institusi yang 
mempunyai wewenang dalam keimigrasian, serta 
mempunyai fungsi melaksanakan cita-cita membangun 
nasional yang strategis dengan mengamalkan bermacam 

program  keimigrasian yang berlandas keadaan saat ini 
(Sagala et al., 2021). Dalam kasus persebaran penyakit 
wabah, DIRJEN Imigrasi mengamalkan bermacam 
kebijakan yang memiliki tujuan supaya memberi 
kenyamanan dan kejelasan hukum kepada seluruh 
penduduk Indonesia. 

Membatasi izin masuk kepada orang asing yang 
hendak berkunjung ke wilayah RI saat pandemi Corona 
yang telah ditetapkan sebagai pandemi dunia, sekaligus 
mempunyai relevansi terhadap amanat di pasal 13 UU 
No. 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian. Dipasal ini 
menegaskan tentang pemangku Imigrasi mempunyai 
wewenang dalam menolak orang asing datang ke wilayah 
RI apabila orang asing itu : 

 
a. Adanya nama di daftar cegah dan tangkal  
b. Tidak mempunyai lisensi pergian yang sah dan 

berlaku.  
c. Mempunyai berkas Keimigrasian yang asli 
d. Tidak mempunyai Visa, kecuali warga dari negara 

yang terdaftar bebas visa 
e. Beri keterangan palsu demi mempunyai visa  
f. Mempunyai penyakit menjangkit yang dapat 

mewabah. 
g. Melakukan tindak kriminal internasional dan 

transnasional  
h. Terdaftar menjadi DPO negara lain;  
i. Melakukan tindakan pemberontakan kepada RI 
j. Tersangkut praktik penjualam dan menyeludupkan 

manusia.  
 

 Diberlakukannya pembatasan pemberian izin 
masuk kepada orang asing dengan maksud menekan 
persebaran penyakit corona yang penjangkitannya dari 
orang asing yang datang di RI. Oleh sebab itu, adanya 
penetapan berbagai kebijakan guna membantu menekan 
angka persebaran wabah penyakit corona dalam negeri. 
 

4. KESIMPULAN 
               

Keimigrasian menjadi baris terdepan melindungi 
kedaulatan negara atas itu mempunyai kewenangan 
membuat program berdasar keadaan contohnya 
pandemi saat ini. Dengan didukung Status pandemi 
global dari WHO akibat virus. Pemerintah Indonesia 
menetapkan berbagai kebijakan sebagai langkah 
mengantisipasi penyebaran virus di berbagai wilayah 
(Joyosemito & Nasir, 2021). Oleh sebab itu, DIRJEN 
Imigrasi membuat beberapa program, mengenai orang 
asing yang bertempat di wilayah RI.  Keputusan diambil 
tak lain demi kenyamanan seluruh rakyat. Melalui 
pemberian reperasi publik sesuai protokol kesehatan 
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pemerintah dan organisasi kesehatan dunia (Tuwu, 
2020).  

Pembaruan peraturan sebenarnya sering kali 
terjadi sesuai keadaan terakhir dan urgensi yang berkait 
instansi lain. Program selektif sebagai peninjau setiap 
peraturan berharap orang yang masuk tidak memberikan 
kerugian dan bahaya kepada rakyat Indonesia, terutama 
mengenai kesehatan. Bersama instansi yang memiliki 
kaitan mewujudkan peraturan jelas, terbuka, dan mudah 
dimengerti guna diamalkan. 
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